PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN

Menimbang

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1967

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003

- Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemenntahan Dacrah Kabupalen/Kota, maka Kabupaten
diberikan kewenangan unluk menetapkan kebijakan
pengelolaan retnbusi daerah;

- bahwa Retnbusi lzin Pembangunan Dan Pemanfaatan

Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting gquna membiayai
penyelenggaraan pemenntahan daerah dalam

pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi yang
luas, nyata dan beranggungjawab,

- bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hurif b di atas perly dretapkan dengan
Peraturan Daerah

tentang
Pembentukan Propinsi  Bengkuly (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 2828)

lentang
Negara
mbahan

penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 154, Ta
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3881)

tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten

l{epah',r_ang di Provinsi Bengkulu (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4349);

lentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



5. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2004 Hmnt?::?ia
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara EEU ;
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lem ar:a
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebggalmanu
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Fengga
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentar[!lg{
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaraﬂ
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang tela

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah _Fusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
anun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah;

12.Pemtqmn_naamh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

LEBONG TENTANG
Manetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
: RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN

MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;

¢. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kahupaten Lebong;

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku;

f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang dilakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milk negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;

g. Menara adalah bangunan yang linggi dan atau bagian bangunan yang di
jauh lebih tinggi dari pada bangunan induk; - yang dibuat

h. lzin pembangunan menara telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk

kegiatan pendirian bangunan menara dan alau pem
telekomunikasi. aniastan  menara

. lzin pemanfaatan menara telekomunikasi adalah izi o
' In yang dib
kegiatan pemanfaatan bangunan menara lETEhﬂmuﬁikﬂsijf g diberikan untuk

|. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediak
. an dan a j
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau ba‘::nf:lI‘hEnkan oleh

R [ e "

; ::glbu; I;:If_'r t;:we.w'ﬂlhra'm_gun..len dan atau pemanfaatan menara telekomunikasi

kBl njuinya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai

b yaran atau pemberian perizinan pembangunan dan atau pema ;
nara telekomunikasi; ’ i



— ibusi vang harus
Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya rE:::whguam Eaklglrangan
dibayar oleh wajib relribusi  baik  pokok mmhuﬂizu-&i N s aanlie
pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retri

administrasi,

ii ipenuhi
_ Pembayaran retribusi daerah adalah besarnyn Hewajggn ky:nfﬂgaggse iﬁeatau
oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan ST

ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

L - intah
_ Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi kegiatan tgrtent;: ;igﬁr;n;ig
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi a ensan. atss
dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengram iatahg
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SUMbET co Et' an umum
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindung! EpeniTe

dan menjaga kelestanan lingkungan.

. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rn«uru.:trrui:tl| F{graturan
Perundang-udangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

. Nomor pokok wajib retribusi daerah yang disingkal _[NP}MRD}I_adalah nrimr::-r
wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retnbust,

_ Masa retribusi adalah suatu jangka yang merupakan batas wakiu bagi wajib
retribust,

_ Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjulnya disingkat ?F‘TRD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk me1apﬂrlkan _perhflungan
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi,

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SI{IRD adalah
surat keputusan untuk menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah
ditetapkan,

Surat setoran refribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang digunakan oleh wajib refribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati,

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB,
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retrbusi yang
terutang dan tidak seharusnya terutang:

. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang
lerhutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan '
ur . Yang sefanjutn
t_:hstngkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan iEI?TIbah-EIiI'I. Elt::.
jumniah retribusi daerah yang telah ditetapkan;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retri ! ok :
stz donda: g ibusi dan alau sanksi administrasi berupa bunga dan

. Sural pendaftaran objek retribusi daerah

Edt?ill?h gu;at yang digunakan oleh wajib
reinbusi dan wajib retribusi sebagai
retribusi terutang menurut peraturan pe

yang selanjutnya disingkat SPdORD
retribusi untuk melaporkan data objek
dasar perhitungan dan pembayaran
rundang-undangan retribusi daerah:




hada
; Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepmusanKaigi ;$EEE$%E ataE
" SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKR & diajukaln s
terhadap pemotongan atau pemungutan cleh pihak ketiaga yang

wajib retribusi;

' i teibusi

aa. Penagihan retribusi daerah adalah serangkatan kegiatan pemi.i:?nt.retgz rr:n oo

daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, EUIEIH'IJUSI i
bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar

dengan jurmiah retribusi yang terutang;

yang tercantum pada STRD,

s : retribusi ;
bb. Utang retribusi daerah adalah sisa utang a dan retribusi lainnya yang

SKRDKB, atau SKRDBT yang belum kadaluars
masih lerutang;

cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpmk::.ﬂli::
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka peng b
kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang

undangan Perpajakan Daerah dan Retribus Daerah.

dd.Penyidik Tindak Pidana dibidang Relribusi Daerah adalah serangk::an
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neger SiPJI yang selanju ‘{:
disebut Penyidik, untuk mencari seria mengumpulkan bukli yang dengan bu
itu membuat terang tindak pidana dibidang relribusi daerah yang terjadi sera

menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin  pembangunan dan pemanfaatan menara
telekomunikasi seluler, dipungut retribusi sebagal pembayaran atas pelayanan
pemberian izin pembangunan dan pemanfaalan menara telekomunikasi seluler
kepada arang pribadi atau badan dilokasi tertentu.

Bagian Kedua
Obyek Retribusl

Pasal 3

Obyek retribusi izin pembangunan dan pemanfaalan menara telekomunikasi
meliputi

a. lzin Pembangunan Menara,

b. lzin Pemanfaatan Menara;

c. Perpanjangan Izin Pembangunan Menara.

Baglan Ketiga
Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan mengajukan
permohonan izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi.



BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi digolongkan

sabagal retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin pembangunan n:_lan_‘pemanl'aalan
telekomunikasi diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin.

menara

BAB V
PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan geml:_:enan iZin
pembangunan dan pamanfaatan menard telekomunikasi  dengan

memperhitungkan komponen biaya retribusi;

(2) Komponen retribusi meliputi :
a. biaya administrasi/pengadaan blangko,
b. biaya penelitian dan perencanaan,
¢. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal B

(1) Tarif retribusi izin pembangunan menara dan perpanjangannya ditetapkan
dengan rumus = KZ x KB x KP x KT x BT
KZ = Kemponen Zona;
KB = Komponen Kontruksi/Bangunan;
KP = Komponen Pemanfaatan;
KT = Komponen Ketinggian,
BT = Biaya Tinggi.

(2) Tarif retribusi izin pemanfaatan menara ditetapkan dengan rumus = 75%
KB x KP x KT x BT. : xKZx

a. Komponen Zona

NO ZONA KOEFISIEN
1 ZONA |
2 ZONA Il
3 ZONA Il
b. Komponen Konstribusi/Bangunan
NO JENIS FUNGSI KOEFISIEN
1 MENARA SELULER




c. Komponen Pemanfaatan
NO JENIS PEMANFAATAN KOEFISIEN
1"' PEMANFAATAN BERSAMA 2 4
_____ OPERATORBTS
- PEMANFAATAN BERSAMA 2-3
|~ | OPERATOR/BIS ____ .
~ 3 | PEMANFAATAN TUNGGAL
d. KomponenTinggi
NO URAIAN TINGGI (METER) KOEFISIEN X
7 Ketinggian sampai dengan20___| —
5 | Ketinggian antara 21 sampai
_~ ldengan 30 i
3 Kelinggian antara 31 sampali
| dengan 40 -
4 Ketinggian antara 41 sampai
| dengan70
5 Ketinggian antara 71 sampal
dengan 80
5 Ketinggian antara 81 sampai
dengan 90
7 Ketinggian antara 91 sampal
E dengan 100
Kelinggian diatas 100
g. Komponen Biaya Ketinggian
BIAYA
NO KOEFISIEN KONTRUKSI STANDAR/KETINGGIAN
Lo 1 Rp.
Pasal 9

(1) Tarf Retribusi lzin Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Penerapan tarf retrnbusi sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupali.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan
pemberian izin retribusi pembangunan dan pemanfaatan menara telekamunikasi.



BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pembangunan dan peman(aatan menara telekomunikasi digolongkan
sobagai retribusi penzinan tertento.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin pembangunan dan ‘pemanfaaian menara
telekomunikasi diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin.

BABV
PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan larif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan gemtl:enan izin
pembangunan dan pamanfaatan menara telekomunikasi  dengan
memperhitungkan komponen biaya retribusi

(2) Kompanen retribusi meliputi :
a. biaya administrasi/pengadaan blangko;
b. biaya penelitian dan perencanaan;
¢. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif retribusi izin pembangunan menara dan perpanjangannya ditetapkan
dengan rumus = KZ x KB x KP x KT x BT
KZ = Komponen Zona;
KB = Komponen Kontruksi/Bangunan;
KP = Kemponen Pemanfaatan;
KT = Komponen Ketinggian,;
BT = Biaya Tingaqi.

(2) Tarif retribusi izin pemanfaatan menara ditetapkan dengan rumus = 75% x KZ x
KB x KP x KT x BT.

a. Komponen Zona

NO ZONA KOEFISIEN
1 ZONA | 10.00
2 ZONA I 7.00
3 ZONA Il 5,00
b. Komponen Konstribusi/Bangunan
NO JENIS FUNGSI KOEFISIEN
1 MENARA SELULER, ~ 1,00




c. Komponen Pemanfaatan .

NO JENIS PEMANFAATAN __ KOEFISIEN
T PEMANFAATAN BERSAMA 2 4 150
' | OPERATORBTS _______ 5

2 PEMANFAATAN BERSAMA 2-3 1,25
_° | OPERATOR/BTS - 5

3 | PEMANFAATAN TUNGGAL -

d. Komponen Tingg -

NO |  URAIAN TINGG! (METER) KOEFISIEN
1 | Ketinggian sampai dengan 20 2.00 ~

5 Ketinggian antara 21 sampai 4.00
dengan 30 ,
3 Ketinggian antara 31 sampal 6.00
dengan 40
4 |Ketinggian antara 41 sampai 8.00
dengan 70
5 Ketinggian antara 71 sampai 8,50
dengan 80
6 Ketinggian antara 81 sampai 9.00
dengan 90
Ketinggian antara 91 sampai
9,50
dengan 100
8 | Ketinggian diatas 100 10.00
e. Komponen Biaya Ketinggian
BIAYA
NO KOEFISIEN KONTRUKSI STANDAR/KETINGGIAN
1 1 Rp. 500.000,00

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi 1zin Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupali.

BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wila
1 yan itang yah daerah tempat penyediaan pelayanan
pemberian izin retribusi pembangunan dan pemanfaatan menara telekamp:niirasi_




BAB Vil
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

(1) Masa Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah 5 Tahun;
(2) Masa Retribusi Izin Pemanfaatan Menara Telekomunikasi adalah 1 Tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13
(1) Waijib retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh waijib retribusi atau kuasanya,

(3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan;

(2) Dalam hal SPTRD fidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya,
maka diterbitkan SKRD secara jabatan;

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayal 1 ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 15
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan:
(2) Setiap wajib retribusi hanes memiliki NPWRD;

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD i
ey ag atau Dokumen lain yang



BAB Xl
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 17

ada waktunya atau kurang
ga sebesar 2% (dua persen)
dan ditagih dengan

Datam hal wajib retribusi tidak membayar tepat p
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
setiap bulan dari retribusi yang lerutang atau kurang dibayar
menggunakan STRD.

BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

ibusi di : tempat lain yang ditunjuk
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan,

SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang clitu_njul-:. maka hasil
penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24

jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai,

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
STRD;

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi
untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk
menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan;

(5) Tata cara pembayaran retnbusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati,

Pasal 20

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 diberikan tanda bukti
pembayaran;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran da

Bupati n tanda bukti pembayaran retribusi diatur oleh




BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

1 ' sejenis sebagai awal
luaran surat t uran!penngalanfsqra'_l lain yang bea
i E::;':an pelahsanaaﬁgpenagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)

hasil sejak jatuh tempo pembayaran,

' elah  tanggal sural
Dalam jangka wakiu 7  (tujuh) hari  setel Yoo
@ !@Ufﬂmpéﬁﬂgttardsumt lain yang sejenis, wajid retribusi harus melunasi yang

terutang,

(3) Sural teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat

yang ditunjuk atas SKRD;
(4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan  untuk penagihan  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Bupal

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 22

L ibusi ' ti atau pejabat
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupa
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT

dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas keletapan retribusi, wajib
retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut,

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLE diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapal dipenuhi karena keadaan diluar
kemampuannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
lidak diperimbangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penaglhan retribusi.

Pasal 23

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang di
dianggap dikabulkan. - vang clajukan tersebut




BAB XVIi

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

I upati
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara li:':itg:f;epada Bup
untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran I ;

6 (enam) bulan sejak diterimanya

(2) Bupati dalam jangka waklu paing gt sebagaimana dimaksud pada

permohonan kelebihan pembayaran retribusi
ayat (1) harus memberikan keputusan,
a ayat (2)telah dilampaui dan

permohanan pengembalian
diterbitkan dalam

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimna dimaksud pad
Bupati tidak memberikan sualu keputusan,
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus

jangka waktu paling lama 1(salu) bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi  lainnya, blcelehlh:n
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .angsu g
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

gaimana pada ayat (1)

Pe balian kelebihan pembayaran retribusi seba t
(5) Pengembali | pe Yy Feidi

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak te
SKRDLB;

(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
jangka waktu 2 {(dua) bulan, Bupati membenkan imbalan bunga sebesar 2%

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
terlulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi.
b. Masa retribusi.
¢. Besarnya kelebihan pembayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalut pos tercalat;

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti saat permohonan diterima
oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan : :
m
membayar kelebihan retribusi; . Shorolthan isomt perintah

(2) Apabila kelebihan pemba ibusi diperh;
: ; bayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paal 21 ayat (4), Pﬂrr?bararan?:iilaka?igﬂ

dengan cara pemindah ; i ;
k-l ey P bukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti



BAB XVIi

i
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS

Pasal 27

' asan
(1) Bupali dapat memberikan pengurangan, kennganan dan pembeb

retribusi,
an sebagaimana dima‘ksud pada ayal
ampuan wajib retribust,

usi ditetapkan oleh

(2) Pengurangan, keringanan dan pgrnhehas.
(1) diberikan dengan memperhatikan kem

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retrib
Bupati.

BAB XVIIl
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

i ibusi telah melampaui

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa seteian m¢ '

jangka waktu 3 (figa) tahun terhitung sejak saat tﬂer_utangnya retn!:_:us:. kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh
apabila :
a. diterbitkan Sural Teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XIX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan
Peraturan Perudang-undangan Retribusi;

(2) Wajib Retribusi dan atau pejabat yang diperiksa wajib

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku alau catatan-catatan,
dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan objek retribusi terutang;

b. H_Iemhs.-rikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan:

¢. Memberikan keterangan yang diperiukan.

BAB XX
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pem

p binaa — :
diatur dalam Peraturan Daerah ini: n atas pungutan retribusi sebagaimana




(2) P

s

olaksanaan teknis pemungutan dan penagi
bagaimana dimaksud ayal

mbukuan retribusi

rMa
han ses P ditunjuk oleh

(1) dilakukan oleh pejabat yang

Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 31 |
emerintah Daerah diberi

: . - * nP
(1) Pejabat Pegawal Negerl Sipil terteniu dilingkunga ibidang retribusi daerah

wewenang khusus sebagai
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang AU

(2) Wewenang penyidik sebag

(3) Peny_id‘ik sebagaimana dimaksud
Pﬂl'l'fld!kﬂn dan menyampaikan
melalui penyidik pejabat polisi n

idik tindak pidana di ;
penyidi Hukum acara pidana,

aimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau I:ap:r-:aﬂr;
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retn'busl. Daera g
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mgngenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Meminta keterangan dan alat bukti dari_orang pribadi atau badan lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap alat bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti danfatau melarang, seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saal pemerksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah

Memanggil orang untuk didengar keteran inar .
tersangka atau sanksi; gannya dan diperiksa sebagai

Menghentikan penyidikan;

- Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana retribusi D
iins aerah menurut hukum yang dapat dipertanggung

pada ayat (1) memberitahukan di '

; A4 imulainya
hasil penyuﬁ:llkan kepada penuntut urnu:f'n
€gara sesual dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Hukum acara pidana yang berlaku



BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

kan
{idak melaksand
i cam pidana kurungan

Kekayaan Daerah
jurniah

iribusi Pemakaian 5 l -
Wﬂ:g-:h?:n;a sehingga merugikan keuangan diiﬁ;ﬂg 3 o) kal
:f!hngji I;.!n'lzl 3 (l)ga) bulan atau pidana denda P

retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

raturan
ini ketentuan dalam Pe
Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka o guan khususnya yang

15 Tahun 2005 tentang Retribusi 1zin G

] ' aku
Pni?lr::mr:?:r:g usaha tower telepon seluler, dinyatakan tidak berl
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

g mengenal teknis

h ini sepanjan
m Peraturan Daerah panj Ko o atau

; lum diatur dala
Hal-hal yang belu lebih lanjut dengan Peraturan

pelaksanaannya akan diatur
Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan Pengum;ljanga;
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Laera

Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubel
Pada tanggal 2= - 9- 2010

BUPATI LEBONG,

-

ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 23-9-2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG

ZAINUL AMIN YASIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR..&..



